
PSRATURAN KEPALA KEPOLISIAIJ NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NO. POL.: TAHUN 2006if. 
TENTANG 

PENOMORAN '{ENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang \ : a.	 bahwa penomoran kendaraan berrnotor yang berkaitan Gengan 
tugas-tugas kepolisian belum tertib, padahal penertiban penornoran 
tersebut sangat diperlukan dalam penegakan hukum; 

b.	 bahwa sal npai saat ini terdapat perbedaan penomoran kendaraan 
bermotor .di tiap tiap Kepolisian Daerah (Polda) dan serta adanya 
keterbatasan dari segi jumlah nomor yang tersedia dibanding dengan 
jumlah kendaraan yang akan didaftarkan; 

c.	 bahwa penqernbanqan wilayah Provinsi mengakibatkan banyaknya 
permintaan Kode Wilayah pendaftaran kendaraan bermotor sebagai 
salah satu identifikasi dalam sistem penomoran kendaraan t.errnotor 
di wilayahnya; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c. periu ditetapkan Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penomoran 
Kendaraan Bermotor; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1992 tentang l.a!u Lintas dan 
Angkutan .lalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nornor 4:], Tarnbahan Lerrbaran Neqara Republik Indonesia Nornor . 
3480); 

2.	 Undang-L'ndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Repubtik Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indcnesia Tahun 
2002 Nomor 2, Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4168); 

3.	 Peraturan Pemerintah Nemer 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 
.. dan Penqernuc, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3530): 

/4. Keputusan ... 



4.	 Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan 
Tata Kei~a Kepolisian Negara Republik Indonesia: 

5.	 Peraturan Menteri· Perhubungan Nomor KM-54 Tahun 2005 tentang 
perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor I<M-77 Tahun 
1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor; 

6.	 Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 
2002 tentang Organisasi. dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan 
Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik 
lndonesia beserta perubahannya: 

7.	 Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/XJ2002 tanggal 17 Oktober 2002 
tentang Organisasi dan Tat" Cara K.erja Satuan-satuan Organisasi 
pad a Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (poIda) 
beserta perubahannya. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR. 

BAS I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1.	 Kepolisian Negara Republik Indonesia yanJ selanjutnya disebut Polri adalah alat 
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, sorta memberikan perlindungan, pe 19ayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

2.	 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang setanjutnya disebut Kapolri 
adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab 
penyelenggaraan fungsi I:epolisian. 

3.	 Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang 
berada pada kendaraan. 

Bh.B Il 

PEL.AKSANAAN PENOMORAN
 

Bagian :<esatu
 
Pendaftaran
 

Pasal 2
 
•
 

(1)	 Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan. 

/ (2)	 Sebagai ... 



J 

(2)	 Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan Bukti Pemilik 
Kendaraan Bermotor (£PKB), Surat Tanda Nomor Kendaram (STNK), dan Tanda 
Nomar Kendaraan Bermotor. 

Pasal 3 

Unit Pelaksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor Satuan Lalu Lintas Polri merupakan 
pelaksana dalam pendaftaran kendaraan bermotor. 

Baqian Kedua 
Tanda Nomor ~endaraan Bermotor 

Pasal 4 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
berisikan data: 

a. .Kode Wilayah Pendaftaran; 
b. Nornor Urut Pendaftaran; dan 
c. Masa Berlaku. 

Paragraf 1 
Kode Wilayah Pendaftaran 

Pasal 5 

(1)	 Kode Wilayah Pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan wilayah 
yang dilayani oleh pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor. 

(2)	 Kode Wilayah Fendaft.aran kendaraan bermotor terdiri «ari 1 (satu) atau 2 (dua) 
huruf yang diberikan pada kendaraan bermotor yang telah didaftarkan atau 
kendaraan bermotor dalam masa percobaan. 

(3)	 Kode Wilayah Pendaftaran kendaraan bermotor ditempatkan pada bagian awal dari 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau tanda coba kendaraan. 

(4)	 Kode Wilayah Pendaftaran kendaraan berrnotor dan wilayah yang dilayaninya diatur 
dalam Lampiran A Peraturan Kapolri ini. 

Paragraf 2 
Nornor Urut Pendaftaran 

Pasal 6 

(1 )	 Nornor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan 
pendaftaran kendaraan berrnotor. 

(2)	 Nomor Urut Pendaftar rn kendaraan berrnotor terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 
(empat) anqka, yang pencmpatannya setelah Kode VVilayah Per.daftaran. 

I
I
t (3)	 Pengaturan Nomor Urul P~ndaftaran kendaraan bermotor dialokasikan sesuai 

kelompok jenis kendaraan b..irmotor. 

/ (4) Pengaturan ... 



(4)	 Pengaturan Nomor Urut Pendaftaran kendaraan berrnotor diatur dalarn Larnpiran B 
Peraturan Kapolri ini. 

Pasal 7 

KhL'SlIS untuk Polda Metro Jaya, Pen~aturan Nomor Urut Pendaftaran kendaraan 
bermotor diatur dalam Lampiran C Peraturan Kapolri ini. 

Paragraf 3
 
Ma'5a.Ber/aku
 

Pasal 8
 

Masa berlaku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terletak di bawah garis penornoran 
berupa 2 (dua) angka pertarna yang menunjukkan bulan berakhirnya masa berlaku dan 2 
(dua) angka sebe/ah angka brian rnenunjukkan tahun berakhirnya masa berlaku Tanda 
Nornor Kendaraan Bermotor. 

Bag ian Ketiga
 
Pemberian Tanda No-nor Kendaraan Dinas Pejabat
 

Pasal 9
 

("1) .	 Pernberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pc jabat diberikan untuk: 

a.	 Pejabat Tinggi Negara, yaitu; 

1.	 Presiden Rept.blik Indonesia; 
2.	 Wakil Presioen R(~pllbllk Illcioll('~:;i,l: 

b.	 Pejabat di daerah provinsi, yaitu 

1.	 Gubernur; 
2.	 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi; 
3.	 Kepala Kejaksaan Tinggi; 
4.	 Ketua Pengadilan Tinggi; 
5.	 Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi: 

c.	 Pejabat di daerah kabuputen/kota, yaitu; 

1.	 BupatilWalikot;, ; 
2.	 Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 
3.	 Kepala Kejaksaan f\legeri; 
4.	 Ketua Pengadilan Negeri; 
5.	 Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Kabupaten/Kota. 

d.	 Pejabat Negara dz.n Pejabat Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta . 
• 

(2)	 Pejabat sebagaimana dimaksud par'a ayat ('I) huruf a, b dan c di alas, dalam 
pelaksanaannya dikoorflnasikan dengan instansi terkait. 

/ Pasal10 ...... 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 10 

Pejabat Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Huruf 
Kode , angka pendaftaran, dan huruf seri sebagai berikut : 

a.	 Presiden RI, Huruf Kode RI, angka ;::>endaftaran 1, tanpa hurur seri; 
b.	 V'.~nkil Presiden RI, Huruf Kode RI, angka pendaftaran 2, tanpa huruf seri. 

r=>ejabat di daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, 
Huruf Kode, angka pendaftaran, dan huruf seri sebagai berikut : 

a. Gubernur, Huruf Kode Wilayah, anqka pendaftaran 1, tanpa huruf seri; . 
L. Ketua OPRO Provinsi, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 2, tar.pa huruf 

seri; 
c. Kepala Kejaksaan "T"inggi, Huruf Kode Wilayah. anql.a pendaftaran 3, tanpa 

huruf seri; 
d. Ketua Pengadilan Tinggi, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 4, tanpa 

huruf seri; 
e. Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi, Ko~e Huruf 

Wi1ayah, angka pendaftaran 5 carl seterusnya tanpa huruf se-i. 

Pejabat di daerah Kabupaten/Kota sebagaim..rna dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf c. Huruf Kode, anqka pendaftaran, dan huruf seri sebagai borikut : 

a.	 BupatilWalikota, Hrruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 1 dengan huruf seri; 
b.	 Ketua OPRO Kabupaten/Kota, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 2 

dengan huruf seri; 
C.	 Kepala Kejaksaan Negeri, Huruf KodeVvilaynh, angka pendaftaran 3, denqan 

huruf seri; 
d.	 Kepala Pengadilan Negeri, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 4, dengan 

huruf seri; .. 
e.	 Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Kabupaten/Kota, Kode Huruf 

Wilayah, angka pendaftaran 5 dan seterusnya dengan huruf seri. 

Untuk pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pejabat Sipil 
Daerah Khusus lbukota Jalarta diatur lebih Janjut oleh Kapolda Metro Jaya 
berl<oordinasi dengan inst :lIlsi terkait, 

Bagian Keempat
 
Penomoran Kendaraan Berrnotor
 

Corps Diplomatic dan Corps Consular
 

Pasal 11 

Tanda Nomor kendaraan berrnotor untuk Corps Diptometic men jqunakan seri CD. 

Tanda Nomor kendaraan bermotor untuk Corps Consular menggunakan seri ce. 
• 

Satuan l.alu Lintas Poi.i menqeluarkan- Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk 
kendaraan bermotor Corps Diplomatic dan Corps Consular. 

/ (4)	 Kode .. 



(4)	 Kode Huruf Daerah Penomoran untuk kendaraan bermotor Corps Diplomatic dan 
Corps Consular diatur datarn l.arnpiran C Peraturan Kapolri ini. 

Pasal 12 

Pendaftaran kendaraan bermotor untuk COiPS Diplomatic dan Corps Consular diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri Luar Negeri. 

Bagian Kelima
 
Penomoran Kendaraan Sermotor yang
 

Ditanqquhkan Sea Masuknya
 

Pasal 13 

(1)	 Penomoran kendaraan berrnotor yang ditangguhkan Bea masuknya (Formulir B) 
sesuai dengan alokasi nor-tor yang telah ditetapkan per jenis kelompok kendaraan. 

(2)	 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor bagi kendaraan berrnotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan status kepemilikan. 

(3)	 Huruf di belakang angka pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) rnenqqunakan kode AX sampai dengan ZX. 

Bag ian Keenam
 
Penomoran Tanda Coba Kendaraan Bermotor
 

Pasal 14
 

(1)	 Penornoran Tanda Coba Kendaraan Bermotor dibcrikan sesuai dengan alokasi 
nomor seri per jenis kendaraan. 

(2)	 Warna dasar Tanda Nomer Kendaraan Bermotor adalah putih dengan tulisan huruf 
dan angka berwarna merah dengan huruf seri di belakano angka menggunakan 
kode huruf XX, XV, YY, dan YX. 

Baqian Ketujuh
 
Periornoran Kendaraan Bermotor Rahasia/Khusus
 

Pasal 15 

(1)	 Penornoran Kendaraan Bermotor Rahasia/Khusus dilakukan dengan ketentuan : 

a.	 alokasi nornor sesuai dengan jenis kendaraannya; 

b.	 warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Berrnotor hitam dengan huruf dan angka 
berwarna putih .


•
 
(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai Peno:noran Kendaraan Bermotor Rahasia/Khusus 

diatur dengan Keputusan Kapolri 

/ BAB III . 



7 

BAB III 

ADMINISTRASI 

Pasal 16 

Pelaksanaan penomoran kendaraan bermotor yang didaftarkan dibuat dalam Buku· 
Register Penomoran. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 17 

Ketentuan teknis penomoran kendaraan bermotor di daerah YCing diperlukan untuk 
pelaksanaan Peraturan Kapolri ini diatur oleh Kapolda. 

BABV
 

PENUTUP
 

Pasal 18
 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentanq
 
Penomoran . Kendaraan Bermctor. dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini. 

Pasal 19 

Peraturan Kepala Kepolisian l\egara l~ep'.Iblik lndonesia ini mula! berlaku sejak tanqqa] 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
 
pada tanggal Mei . 2996 ../"
 
KEPALAKEPOLISiAN·NErCIKiNDONEsfA 

Drs. SU"'(fNTO----- ._
..JENDERAL: POLISI 

• 



~MPIRAN A PERATURAN KAPOLRIKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
~~O.POL. TAHUN 200~MARKAS BESAR 
T6.N9GAL_.-:_~.__.___ MEl 2006 

"(ODE WILAYAH PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR 

Kode V\lilayah Pendaftaran Kendaraan Bermotor dan wilayah yang dilayaninya adalah 
sebagai berikut : 

_._------------------------,,.----r----------.--.-------------------
KODE

DAERAH PENOMORAN 
I N~_ WILAYAH n. ._------- "-"--------------

Provinsi Nanggroe BL
 
Aceh Darussalam
 

---"-~ 
2. 

• I 

L______L . _ l 
18. Kab. Padang Pariaman . 



LAMPIRAN A PERATURAN KAPOLRI 
NO.POL. TAHUN 2006- . 
T~_ti.G..QJ.l.L-__:... MEI.2,QQ§ 

~~-~~~AA~~~~;~~~~_~~~0:: -r8.-:~~::~~~::~~-
- --_ ..,. __ . _..__._---~-----_ ...._.---- ....•-. - _.. .. ..... 

4. Prcivinsi Riau 

I

,I 

i 

. .... ---_..- .....__..... -. ----_._.._
BM 

9.	 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 
10. Kab. Solok 

... --~."_ .._" ...._ _.--..---_.--_.._---_..----_._----
1.	 Kodya Pekanbaru 
2.	 Kab. Indragiri Hulu/Rengat 
3.	 Kab. Indragiri Hilir
 

rrembilahan .
 
4.	 Kab. Kampar / Kampar 
5.	 Kab. Bengkalis 
6. Kab. Dumai 

./. Kab. Siak 
8.	 Kab. Rokan Hulu I 

9.	 Kab. Rokan Hilir I 
1--5~I·provinsiKePUlaUan Ria"l-BP ---li-~ ~;~ ~~~~~a~inl!ingL ---
i I I 2. Kab. Kepulauan Riau 
I I 3. Kab. N.atuna 

1- 1-----.___ J Li__~~: ~=~:@~ang _. ~
 
i 6. l Provinsi Sumatera 88 1. Kodya Pa.lembang I	 . 
! I Selatan	 I 2. Kab. Musl Banyu ASIn 

3. Kab. Ogan Komering Ilir 
I ! J. Kab. Oqan Komering Ulu 

.. ---------'----------- 
7. _ Provinsi Bangka-Belitung 

~--

8. Provinsi Lampung 

5.	 Kab. Mus; Rawas _
6.	 Kab. ML'ara Enim 
7. Kab. Lahat ._.._-------.__. 

BN 1. Kab. Bangka i 
~. Kab. Belitung I 

-----~-·---I ;~'Kodya Bandar Lampung I 

I 2.	 Kab. Lampung Selatan I'I' 

I 3. Kab. Lampung Tengah I 
I I 4. Kab. Lampung Utara I 

9. Provinsi Bengkulu ----·1- ---- -6'6--- ---l'f~" ~~~;aB:~~:~f~-ar~L--·_--1 
I 1 2 Kab. Bengkulu Utara 

----. __J.	 ..~~.---~:~: ~:;;nk~l~e~~I:~an --l' 
10. Provinsi Jambi	 BH 1. Kodya Jamhi I 

•	 2. Kab. 8atanghari i 
3. Kab. Bunqo Tebo I 

______. ...l .. .... ____.~~.. __~_?~:..I<e riI],~l . .... ...J 

(5. Kab. Tanjung Jabunq .......
 



--------------

---

13 

DAERAH PENOMORAN ~O 

f----+--------------------.
11. _ Prcvins! OKI
 

Jakarta
 

Provinsi Banten 12. 

Provinsi Jawa 
Barat 

J LAMP/RAN A PERATUI3AN KAPOLRI 
NO.POL. TAHUN 2006 
ll\NGGAl._. : MEl 2006 

B 

A 

o 

F 

T
 

i 
1

I 

I • 

l . J .,.._.. ._.__
 
/ K 1. Kab. Pati . 



LAMPIRAN A PERATURAN KAPOLRI 
NO,POL. TAHUN 2006 
TANGGAL : MEl 2006 

.------.------------
KODE

OAERAH PENOMORAN NO WILAYAH
1-----1---------..---.

K 

15. 

i 

16. I
I 

Provinsi Jatim 

I 

I 
•I 

i I
 
I
i ....._.__ ...1' ..... ._.....
 

lAG 1. KodyaKediri .... ,.. , 



--------

+---_.__..__... 
17. Provinsi Bali 

18... Provinsi N.T.B. 

19.
 Provinsi N T T 

• 

5 

KODE
 
WILAYAH


AG 

__~~__. . 
AE 

-_._--_.__ .__.. 

S 

__. .________ 
'M 

, . .' __ ..,. 
OK 

LAMPIRAN A PERATURAN KAPOLRI 
NO.POL. TAHUN 2006 
TANGGAL : MEl 2006 

1. Kodya Kddiri 
2. Kab. KedirilPare 
3. Kab. Blitar 
4. Kab. Tulungagung 
5. Kab. Nganjuk 

_Q.__JSab.:1!enggale_~_. .. _ 
1. Kodya Madiun 
2. Kab. Madiun 
3. Kab. Ngawi 
4. Kab. Magetan 
5. Kab. Ponorogo 
6. Kab. Pacitan ---._-_ .._-----_.-.__ _
1. Kab. Bojoneqoro 
2. Kab. Tuban 
3. __Kab. Lamongan 

I 1. Kab. Pa.nekasan 
2. Kab. Bangkalan 
3. Kab. Sampang
 

~.:I<C3~:_~~.!!1_~.I!.ep .. , .
 
1. Kodya Oenpasar 
2. Kodya Badung 
3. Kab. Bulclenq 
4. Kab. Tabanan 
5. Kab. Gianyar 
6. Kab. Klungkung 
7. Kab. Bangli

I8. Kab. Karangasem 
I • I 9. Kab. Jembrana

-·----·j------ij-R-----· 1. -'Kodya Mataram '~--.·d. 

-_.'-

..._._-_. -~._----
~A 

---------_._-
OH 

--------._--_.~-- -----
EB 

2. Kab. Lombok Barat 
3. Kab. Lombok Tengah 
4. Kab. Lombok Timur 
-'-'~-' 

1. Kab. Sumbawa 
2. Kab. Dompu 
3. Kab. Sima 
----~._-----_.----------

. 1. Kodya Kupang 
2. Kab. Timor Tengah Sel. 
3. Kab. Timor Tengah lit. 
4. Kab. Belu------------------. - -. -- .._._-- ---_.
1. Kab. Ende 
2. Kab. Sikka 
3. K~b:.~J.9!~~.~fi.flll:l.r:.. _._... _ .. J 

/4. Kab. Ngada .......
 



6~!'APIRAN A PERATUHAN KAPOLRI 
NO.POL TAHUN 2006 
TANGGAL : MEl 2006 

N~_~DA\ERAH PE~OMOR~~- ~-'yV~~~~~H_- L1NGKUP WILAYAH_-I-j- 

4. Kab. Ngada 
5. Kab. Manggarai 
6. Kab. Alar---_. ---------_._----- _._-_._--.-._--- --_._---------

ED 1. Kab. Sumba Timur 
2. Kab. Sumba Barat 

20. Provinsi Kalba-r-.-.--- -----. ----·-·-·1<8-- ----.- -L--Kodya Pontianak- - -'- ._~..-

2. Kab. Pontianak 
3. Kab. Sambas 
4. Kab.Sanggau 
5. Kab. Sintang 
6. Kab. Kapuas Hulu 

I ' .__ .... _._ ___ ._' _7: __ .IS?-p"~~eta P~.Q£L . .t---.~---------.. ---------- . 
DA 1. Kodya Banjarmasin 

. 2. Kab. Banjar/Martapura 
I 21. I Provinsi Kalsel 

! I 3. Kab. Hulu Sungai Sel • 
4. Kab. Hulu Sungai Teng. 

i 5. Kab. Hulu Sungai Utara 
; 6. Kab. Kotabaru 

I I 
I 

17. Kab. Pulau t.autI 
I 
I I 8. Kab. Tabalonq 
I 
I 

. I
I I .................. j;o ~_:~~~~;bahEn - ..... .......1
I------r- ----.--~------- .. --.
I 22. i Provinsi Kalteng KH ! t. Kodya Palanqkaraya 

I 2. Kab. KapuasI I 
I I , Kab. Barito Barat 

13. Kab. Barito Kuala4.I ! 
I I I 5. Kab. Kota Waringin TimI I 

________________n~--~-.lS.ab. P_angkalan BunI---~--._~-_. __.-:..._-~-_. __..__._.__._._... 
I 23. Provinsi Kaltirn KT 1. Kodya Balikpapan 

2. Kodya Samarinda 
3. Kab. Tarakan 
4. Kab. Berau 

I 5. Kab. Kutai 
I 6. .Kab. Pasir 

I
I 

____• • __ n -'-___ __ • __ • • _~ ~:~: ~~~t~~~~ ~ ~_._--
Provlnsi SulutI 24. DB 1. Kodya Manado 

2. Kab. MinahasaI 
_____.________ 3. Kab.Bitung 

25~-I-proV;nii Gqro~talo --- ----t ---- -- ~~-. __.- ~.?~K~~;;i~:~~~~:IO ---[ 
I 2. Kab. Pohuato I 

~L__ ___. ..J . . J~~__ ~;~ ~~i:~~~o .__.Jn __ 

. 26. PrO'/InSi Suiteng .. 



LAMPIRAN A PERATURAN KAPOLRI 7
 
NO.POL. TAHUN 2006
 
TANGGAL :_________ MEl 2006
 

NO
 

26. 

27. 

DAERAH PENOMORAN
 

Provlnsl Sulteng 

Provinsi Sulsel 

KODE
 
WILAYAH
 

DN
 

/ 31_ Provinsi Maluku Utara . 



8 LAMPIRAN A PERATURAN KAPOLRI 
NO.POL.: TAHUN 2006 
TANGGAL MEl 2006 

r---,--------------;---- --'-----r------------------ 

NO 

31. 

~2. 

... 

KODE 
DAERAH PENOMORAN WILAYAH L1NGKUP WILAYAH 

-_._------,--_. -' 
Provinsi Maluku Utara DG 1. Kab. Halmahera Tengah 

2. Kab. Halmahera Barat 
3. Kab. Halmahera Selatan 
4. Kab. Halmahera Ut/Tobelo 

.------ - -.-.- -~DS----·----·1·~-·--Kab:-Jayapura-------------··Provtnsi Papua 
2. Kab. Jayawijaya 
3. Kab. Biak Nurnfor 
4. Kab. Manokwari 
5. Kab. Fak-Fak 
6. Kab. Merauke 
7. Kab. Sorong 
8. Kab. Paniai 

. 9. Kab.Yapen Waropen _ 

[1itelapkan di Jakarta 
pada tanggal Mei 2006 
- -- -----r--,""'-----,7"-------

KEPALA KEPOLISIAN NEG 

. i 
I

.,/ 

Drs. SU iANTO 
JENDERAiJ POLISI 

•
 



__________ 

----

LAMPIRAN B PERATURAN KAPOLRIKEPOLISIAN NEGARA REPU.3L1K INDONESIA 
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TANGGAL : 
TAHUN 

MEl 
2006 
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NOMOR URUT PENDAFTARAN KE~DARAAN BERMOTOR 

1. Nomor Urut Pendaftaran kenc'araan bermotor diberikan sesuai dengan urutan 
pendaftaran kendaraan bermotor. 

2.	 Nomor Urut Pendaftaran kendaraan borrnotor terdiri dari 1 (satu) sarnpai dengan 4 
(ernpat) angka, yang penempatannya setelah Kode Wilayah Pendaftaran. 

3.	 Penqaturan penomoran kendaracn bermotor sebagai berikut : 

a.	 Angka-angka I Nomor Urut Pendaftaran dialokasikan sesuai kelornpok jenis 
,k	 'd b ten	 araan ermo or Y\Jrtu 

DAFTI
NO 

NO.URUT PEN 
NO.POL 

~---

1. 1 s.d. 1999 
2. 
3', 
4. 

-- 
2000 s.d. 6999 
7000 s.d. 7998 
8000 s.d. 9993 

,
 

DIPERUNTUKKAN 

i<end~ra9_':IJ:>_~nu~2~_Q.9_;.., .. .~_, _ 
Se eda Motor; 

'Bus; ----------	 =J' 
Kendaraan Beban; ,- 

b.	 Apabila Nomor Urut Pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka 
Nomor Urut Pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah 
dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal 
huruf A sampa,i dengan Z : 

(1)	 - Untuk Mobil PenumpanQ : 
I	I --L- ----jUrutan Pendaftaran Menjadi


1 s.d. 1999 Kolle Wil. 1 s.d. 1999;

f-~,--:---~___:_::~----'----~------"--'--'-----:...::,-~--------____1 

I 2000 s.d. 7999 Kode Wi!.. 1 A s.d. ·1999 A;
 
3000 s.d. 3999 _, -Lt<0.9~ WJ.I.:-J_.~_s_:.~:_1999 ~ . ~
 
da.Q seterusnya __-.-1__. --..-J
 

(2) Untuk Sepeda Motor: 
I Urutan Pendaftara-n---,----I- Menjadi 
1 __1 s.d..: ~999 ~_~_Kode Wi!. JOO-0--:=-~d.-~:-::c9--c-99-;- _ 
r5000 ~~:~_9§l______ 
110000 s.d. ~4999~ _ __ ~ n 

J5.o~e Wil:_20QO A.J>~~99 A; 
Kode Wi!. 2000 B s.d. 6999 B;~ ~ 

_ 
_ 

Ldan sete~usnya __, ~ , _ 

(3)	 Untuk Kendaraan BI!s: 

~~:~~¥n1d~fran:iT~~~:~~i~~~~~~~nj~-===~:~ .~II 
2000 s.d.2999------KodeWII~-700(1-B-s.d.~99B;· ---
-~C!6=~~f~i~-~~y-~:~-~... ~-~-- --~-~~-:-~- .. :-.~-------.- ---.-.--_--~~~~~~~ __:~~ __-_-.:~~_~--

I (4) untuk ... 
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(4)	 Untuk Kendaraan Baran :r--:--,--------,--------- ----..-------....------..- ...-----..---.---------...------
LJrutan Pendafta~~ .._._. M_~~~~! __.._.__. .__.__ 

1 s.d. 19§1~___ 'Sode Wil.~~QQ...___~~~_~999~ .. _ 
2000 s.d. 3999 Kode Wi!. 8000 A s.d. 9999 A;

I-=-~-----=-:-::--...---_.	 .------------------ 
4000 s.d. 5999 Kode Wil. 8000 B s.d. 9999 B;------_..__._--~.-----~-------'_._-------
_~_I]_~et~~~_~!]y~ __..._ ____	 __ ., " .. _ . 

c.	 Apabila huruf di belakanq angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai 
pada huruf Z, maka penomoran. dapat menggunakan 2(dua) huruf seri di· 
belakang angka pendaftaran. 

Untuk Mobil Penumpang :_.. ...__. ._ ....	 . _ 
Urutan Pendaftaran . .. M~!1ja~l_. ... .. _ 

51.974 s.d. 53.973 . Kode Wil. 1 ~..._~.?~: 1ll.~.§l_?..,;, .._ .. _. _ 
53.974 s.d. 55.972 _~~~"yvil.:... :!....6~~~~L ]_~~~ N\~_. . . . .. _ 
55.973 s.d. 57.971 Kode Wil. 1 AS s.d. 2999 AB; 

_.. -_._---_.._--_. ---'-- _.._._--._----_._--_._.__._-----~ "._----._-_. 
_9an seteru~a __ ._ _ .. _ _..... . __ '.' " __ . . . __._._-'__.. 

d.	 klusus untuk Polda Metro .Jaya, apabila penomoran dengan menqqunai.an dua 
seri huruf di belakang c.ngka pendaftaran telah dipergunakan seluruhnya, diatur 
sebagai berikut : 

(1)	 Nemer Urut Pendaftaran kendaraan. bermotor diberikan sesuai dengan 
urutan pendaftaran kendaraan bermotor. 

(3)	 Nornor Urut Perdaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1(satu) sampai 
dengan 4- (em pat) angka denqan 3 (tiga) huruf seri di belakang anqka 
pendaftaran 

r--~-~~':~--"rI ~ERN~j:~.·I~~~~~;I·1 ... ..... ·~~NJ~~ ··.-------l 
-PenurTlpa-ng-.- -1".·S:.d.·~. 1999-1 i.. ······ -S.. d~1.9.-99' .1.B.--·1··---A-AAS.~ci:B1-99~-AAA j 

I _§.2d.Motor _---tf-1j~eJ_=_{$~~_~_i2Q.OO_i~c...6~}i~9-lJ3=?~Q[Q-.AAAi~· B6999 AAA--I 

t~~~1~~lrig_ ..~I~}~{~Ij}~9=j ';-6~~~;: d~-;~~~{-.i :~.-~~Z~_-~~~~i~==~]~~~ ~~iJ
 

/ (4) apabila ... 
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(4)	 Apabila nornor pendaftaran sebagaimana butir (3) di atas telah habis 
digunakan, nornor pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah 
dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan 'diberi tanda 
pengenal huruf AAB s.d. ZZZ. 
:-JENTs----T---urfuTAN--i'-- NO.URur----,---- ----------------------~--l 

I	 PENDAFT. PENDFT" I MENJADI

l - .. ._ ------f'!.9J~-Q~-----l--------------·- ------ -----------
~~e~~r:1;~g-- .~~§~.{-:-~:-.~~~~- --}OO(//(t;;::9--f--~--20~oo~~~-~:~;-g--§~~~~~~

[M~. ?us --~~=J--Juo.9-~j~~I9-~~'- :19].9~i~~I~:~~_t~Li9il_Q.-_~A_§f~~~~r3~-?~~[EML= 
~. ~<2.9. Sar:anR._.2. OOO__~:g_:.~_~_ ~~ 8.QQ9_~~~.:~ ~_~_~ __ I.f?_~9_Q9 A6~ __s:2:__f? _~~~_~8.0. ~__ 
1__Q~_n..~~!~!~s.IlY?_ _ ". _ _ _ [s.d. B 9999 ?-ZZ _. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada t2nggal Mei 2006 

---~' -'-- 
KEPALA KEPOLISIAN NEG~RtK~PUBLIKINDONESIA 

~J 
./ 

Drs. SUIAt-!I~ 

JENDERAI.;. POLl51 

•
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K0DE HURUF DAERAH ?ENOMORAN
 
KENDARAAN BERMOTOR CORPS DIPLOMA TIC DAN CORPS CONSULAR"
 , 

Kode huruf daerah penomoran untuk kendaraan bermolor Corps Diplomatic dan' Corps 
Consular sebagai berikut : 

1--NO---T-~KEbuTAArri ..PERWAKIi.'AN----'- l ---KODE"'---'r---'-"---"-KET-'--'---' 
--_.---_._._---_._----_ .. 

; URUT1. I Amerika Seri l<aT-:-=~~::~·--~:~:-~~~_:~~.-,:·:·=:t'-_~~!}J~~~=:t=~~~·::_:::~=-~==--
, 13 t-India2. 

.-------.---.-----------~--.--._-.----.-.----- .._-..-_._- --..__ ...-"._- .---- .. --t-.-------.------.----------.-
Perancis3. 14 I--_.__._..
--~,----- -",--- . . " .. '...., ... . -- "I'" .... ' ..... ..-- --1 

15 I4. Inggris ..-- ........- ...-- ------ -- --.-- ...---- --1'6.-- .. -_. -i'--"---"-~---'-'--J 
5. Fili~__ 

~, 

Vatikan6. 
7. Australia ~--·-:- ..:-:=·:-~=~=··-·--·':~~-~=~~=r·===~~ r~~==~"::~==~~-~~~=~ 

I'jorwegia , 19 i8. .--.---- -- ----- _. -- --.------------- --_.~------- ------~-----t__----_.-----~-.-------.---_. 

I r a k 20 19. 
Pakistan10. 

11. Bel ia~T2. =r~y;nmariBUrma -- .....~~--- .. n_%~_.n. -1----
--~~~-w~{al -.~·····-·:··········==:····!:~F.·.=T··:.···-=~-· ••=•.. J. 

26 I 

~.--_._._~--_. .._
15. 

'~'----'- ._. -_. _.-

Swedia
16. Saudi Arabia 
17. Thailand
18. Republik Me 
19. ltalia 
20.

1-------
21. 

'
Swiss
Rep.Federas

f--

22. Srilanka
23. Denmark
24. Kanada
25. Brasilia
26. Uni Sovyet 

~, 

27. Afqanistan 

sir:=-=~:=~~=~==F-~~r:~:l~-·-=----·~~ 
-..~-- --- ,'..'... ,..·_----_.._· .. _------..1-,- ...... , -..-- '" ..-, ,-j.--.... ,-.... ------,--------~--

.. 31 ! 

_iJer~~~-~·::~·~:--r=-:1i-·~-:f~:~==-. _: ..... 
--.------ -----... ---.----- --.-. --·-·---·~~ ..------t------·-------

,---'-'-- ..-..,----,-. - --..--_. .... ....-.. -_._~J_ ... ,_,_=r--.-- .-..--------_._._-------,----~-- ~ -~~-----+-------_._--~ 
e-....2.8·~froS'avia . -- ...--------, -------------r-------.1~--+---..-------

ta 40, Ll--.------,-,--- .-----------. -... ---. - 41---.... ·----i --..-----..-----~"-r ;~: ~i~~:;;i~~~~_________________ ._._. _. . __ . . __ . .._ _ ._. ..... _ L. ._. ... . . . 

31. Hongaria ... 
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._---,-----_._-_.._._--~-

f..--- 31. 

I-NO--r---
KET
 

URUT
 
KODEKEDUTAAN I PERWAKILAN 

KEDUTAAN _._--_.._--~_.__..-_._._... _------------_._.. 

42Honqaria ----_._---1 
4332. Polandia 
45I r an33. --------- ----._-_._---_ ....

34. Malaysia ___ .._~.~.~~:.- -~.. -- ..~~~ .. -----~-:.:.:==:.::--- -- ----1~..--- ..':1- .-. -..--.- --:-:-~--~ .. -.---- 1-----------
Turki[-;t- . Je~.!!iL______. ..===:.--~:=-~_::~:.::~.:.--:::~=-_:.~ ::_~~··~·::!r~:::::=~:=~r~~~:==·:==_=.~~-===~---._-
Bulgaria_____37. 50 i 

38. Khmer 
-------. ~~~__ ~--:~ .. . __ .~.~. :_...._~: :_-: . ..._~I:~--_ -.·~.:_JI __·':'_· :-~::-~~~.~--:~:::~ •. :-::j

52 . .I , - I	 _ _ _ _ .. _ 39. _~-'Jl~Q~!n~_ __ 
53 i	 '1=40~~--' Rumania 

: 41. Austria
f---. 

42. ~!.ab _§i'ri~ ..__f--------

43. UNDP - PBB
44. New Zealand 

1---- ._--
45. Belanda 

~---	

...__.. -----~- .. --------.-- ..---*.._._-- ..-.----.-.-.-.. - --- --- ."---.- .----- .._j.- ~ •• ~._-~ --I- --_.•..• 

-----.----.-----.. -----.- .------...-.-. -- --??.. --- -- -·1·-- -----.:. --~:-='~ ..-~::--- .. ~.-. 
57 . ·--1----- --- ... -- -'--'''-1
58 i 

-- --------------.--.(---- - - --------1-·- -- ---- ------------ . ---

______ ._._ ___ __ . _ _	 1. . 59 __ ..__L___ ..'_ .. _. .__ .j 
, 60 i I 

---- .--.----- ------- ----- ----1--- --. -. - --....-. --.- -------,- .. ---- ----- --. -- ----- ---- -', 
I 46. Aljazair	 I 64 I .--------	 ------- - - -----,-..... - -... ~---_.- -.-.._- ,---_ ..._-_. - _. - . ... --_...__ .---.----.... ---.-.. ----- ---i--~--

I 47.f-------:-- . Rep.Ko~~~JJ.!ara I 65	 i 
~ 48.	 I Vietnam --.---- ....- -'---1--- - ---S6- . -- ....- - ..------------j 
I _-~ sln@Eore-=~~=:~~~- •... ... ": .~ ~·--~----:=~~~1~- ..• •.• ft/.-_ __L -~_~_:~~~~-~_-_~:_·~_=--l 

50. S an 01	 I 68 I -J 

"'-.- ."- _.

54. UNESCO	 r 72 I I 
1-------- ----------F A(j--- ~-~---~-~ T~ --.~} ~}------_--~~I --"55-.

56 . WHO 
._--_._~ .._------_.- ._---_._----_._

57. Rep.Korea S elatan	 I 75 ' 
1- --------·..·--------t-

58. World Bank 77 ;
I-  -'---.  ------78-------1------------

1M F 
1--. 

59: 
----------------+--------- 

60. I L 0 79 !
1---'-  uenea ------  - 80 I61_ ~)aplJa New G 
I------~- -- ----- ..----- -------.------~------- ---- --- ..·-8·1------------'1-·------------

62. Nigeria
1-

63. Chili 
--~~.~=-~-==~~ __=~~~_=~~-~~:_ ~~:~=~.~-_~~?_~~-=J=--::~:=~=____==_~_=~~ 

64. UNHCR
1----. ------~----.---- --- ---- ----------- -.-- ------ -.... --?~ --- --------1--.-------------- --------

65. UFP ------------_._--_ .. -------~~.__ ._----.~-_._-----_._--_._--
66. Venezuela 85 :

f--. 

67. UNDP diS 
----~-_._---_.-~9q·~_ --.=-------.-~--=-:~==---~~~---8l3-~·:--~--=t~~~-----=--===~J 

1-. 
68. Columbia 87 i 
69. Brunei Darull 
70. UN --IC a~~~n__ -~~~-:--~ -~---::~-~_-~~.~. \:.~--_------~-~:-.-.~ _-]~-:--~~==~-~==~J

L- ___ .__________.__ . ____.. _____ 

71. IF C ...
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~~T KEDUTAAN/:~:~AK-ILA~-~ -~~~e~~~N -= K~T---l
 
71. IF C	 90_. ._•••~ ._._••__•• _ 0__.,__-_.

72. Maroko	 98
____ -	 •• __• _._----•• 0 __•••__ • 0. ._••• _ 

_ .2~: J_~~_~._.	 ._. .___~~ ._. . . _ 
74.~AN	 100 

~ __L§: __~.ulatjen.9_~~~I~ __~-~:-~:~~=~_=--====~-- __~'~-~'G"¢_-~=~=[=~-:=~=-~:=~:~-=~- __ 
Ditetapkan di Jakarta
 
pada tanggal Mei 2006' ..
 

I<EPALA KEPOLISIAN :~E~~L1KINDONESIA 

i 

/
Drs. SUTAi,no 
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